BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa vang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016:

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

u\$
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Menetapkan :

10.

11.

12.

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 353558) sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Bupati Banyvumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
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13.

14,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.

Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas, merupakan
kesatuan masyarakat hukum vyang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempal dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa vang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten
Banyumas yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala
Desa.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibari Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

T

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjﬁtnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemecrintah daerah selaku pengguna anggaran/
barang.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Bantuan keuangan adalah Bantuan keuangan yang bersifat khusus
peruntukan dan pengelolaannva diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah
daerah pemberi bantuan

Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja vang digunakan untuk
menganggarkan Bantuan Keuangan vang bersifat umum atau khusus dari
Kabupaten kepada pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan
sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan
ekonomi dan penanganan infrastruktur.

Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah
dokumen yang disusun oleh Pemerintah Desa penerima bantuan yang
menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data
dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai

salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penyaluran,

Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengendalian dan

Pelaporan serta pembinaan dan pengawasan belanja Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Daerah Tahun Anggaran
2016,

1
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BAB 111
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan
keserasian pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat, — pemerataan  pertumbuhan ekonomi dan penanganan
infrastruktur.
Pasal 4
Pemberian Bantuan Keuangan, dengan mempertimbangkan prioritas
Pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
Pasal 5
Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
Bantuan Keuangan sesuai kewenangannya.
Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa
Pasal 6
(1) Perencanaan kegiatan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah,
yang mencakup usulan Pemerintah Desa pada Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten, usulan kegiatan strategis Pemerintah Desa
kepada Kabupaten pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kabupaten atau usulan DPRD Kabupaten hasil reses/kunjungan kerja.

(2) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan pada kegiatan/bantuan yang bersifat strategis/mendesak dan
bagian dari komitmen sharing Pemerintah daerah, yang pelaksanaannya

selesai pada tahun anggaran berkenaan,

(3) Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan

Jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
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(4) Harga satuan sebagaimana dimaksug pada ayat (3) merupakan harga
satuan tertinggi.

(5) Apabila harga satuan tidak terdapat dalam standarisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), maka harga satuan dapat menggunakan harga

pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan.

(6) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.

(7) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan sehingga
Pemerintah Desa dapat melengkapi dengan pendampingan untuk
optimalisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan dan setelah dialokasikan
dalam jangka waktu tertentu, Pemerintah Desa untuk dapat

melanjutkan sesuai dengan prioritas.
Paragraf 2
Perencanaan Bantuan Keuangan
Pasal 7

(1) Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai
kemampuan Kabupaten guna mendukung kebijakan strategis Daerah

yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

(2) Substansi kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan pada:

a. Bidang Peningkatan Saiana dan Prasarana’Lingkungan Perdesaan;
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan;

d. Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan;

e. Bidang Pengembangan Air Bersih dan Pengembangan Sumber Daya

Ketenagalistrikan,
f. Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Desa dan Pertanian.

(3) Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kebijakan umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran | merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupalti ini.
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Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 8

(1) Belanja Bantuan Keuangan kepad
DPA-PPKD / DPPA-PPKD Daeral.

a Pemerintah Desa dianggarkan pada

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam kelompok belanja  tidak langsung, jenis belanja
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. obvek belanja Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa serta rincian obyek belanja Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa vang bersangkutan.
Pasal 9
(1) Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah
Daerah_kcpada Pemerintah Desa, dianggarkan dalam APBDesa sepanjang

telah ada kepastian penganggaran - atau setelah adanya

informasi/pemberitahuan dari Dacrah

(2) Dalam hal penctapan APBDesa mendahului penetapan APBD, untuk
penganggaran Bantuan Keuangan pada APBDesa diatur dengan Peraturan
Kepala Desa tentang APBDesa Tambahan dengan pemberitahuan kepada

Badan Permusyawaratan Desa;

(3) Bantuan Keuangan secbagaimana dimaksud avat (1) tidak dimasukan dalam

perhitungan 70 % dan 30 % Belanja APBDesa.

(4) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima setelah penetapan Perubahan APBDesa, maka Bantuan Keuangan
ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 10

Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
merupakan kewenangan Pcmerintah Desa dianggarkan dalam APBDes pada

kelompok belanja langsung, jenis belanja modal dan/ atau belanja barang dan

jasa, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.

Bagian Keempat
Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11
(1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui

rekening kas Desa.


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(2) Dalam rangka meningkatkan pe

hgendalian atas realisasi pencairan dana
dari Rekening Kas Umum pye

rah ke Rekening Kas Desa, maka setiap
proses pencairan diajukan oleh kepala Desa kepada kepala DPPKAD selaku

PPKD/BUD melalui SKPD Teknig dj masing-masing Kepiatan,

3 penyaluran Bantuan Keuangan schagaimana  dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai pagu kegiaran Mmasing-masing,

(4) Syarat pencairan Bantuan Keuangan kepada P-c.smc-rmmh desa sehagaimana
dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa:

nomor Rekening Kas Desa:

c. kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang
ditandatangani olch Kepala desa:

d. lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi:

e. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk masing-masing
kegiatan yang ditandatangani olech Kepala Desa.

(5) Contoh format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) hurul ¢, tercantum pada Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

Pelaksanaan Bantuan Kecuangan kepada Pemerintah Desa diatur sebagai

berikut :

a. Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan Bupati,
dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;

b. Alokasi anggaran dikeclola sepcnuhnya oleh Pemerintah Desa dan tidak
boleh diteruskan melalui hibah dan bantuan dalam bentuk uang ke pihak
lain;

¢. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di
Desa yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan
atau belum selesai, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
dimaksud diestimasikan dan dianggarkan kembah untuk mendanai
kegiatar} yang sama pada tahun anggaran berikutnya;,

d. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di
Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik
telah n';encapai 100% (seratus persen), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya dapat digunakan sebagaimana ketentuan penggunaan

SILPA yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015

'hr

9

tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
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Pasal 13

Tata cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

rasal 14
Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja

yang Bersumber Darj Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 15
Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksudkan agar
pelaksanaan kegiatan sesuaj perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat
waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib
administrasi.

Pasal 16
Kepala desa wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Desa

sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBDesa.

_ Pasal 17
(1) Pengendalian Bantuan Keuangan di Daerah dilaksanakan oleh Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
(2) Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 18
(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan
dengan cara :

a. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Desa.

b. pemantauan lapangan secara periodik dan fatau sewaktu-wakru.

c. peﬁye]enggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan dan / atau Tingkat
Daerah.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dikoordinasikan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Banyumas.
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(3) Tujuan Rapat Koordinasj sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk

(1)

mengevaluasi kinerja pelaksan

Desa dan mengidentif

aan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

kasi peérmasalahan, hambatan serta merumuskan

upaya penyelesaiannya,

Pasal 19

Pemerintah Desa wajib menyusun RKO kegiatan yang memuat:

a.

c

o o o

-

5 ¢

—

surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Desa atas nama
kepala desa;

dasar pelaksanaan:

alokasi dana dan kegiatan Bantuan Keuangan tahun anggaran 2016;
pengelola Bantuan Keuangan tahun anggaran 2016;
kegiatan yang akan dilaksanakan;

Jadwal pelaksanaan kegiatan;

rencana penggunaan anggaran kegiatan;

target fisik kegiatan yang akan dilaksanakan;

lampiran-lampiran :

1

. sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud pada Tahun Ang

. gambar rencana/desain secara lengkap serta ditandatangani oleh

Kepala Desa Pencrima Bantuan;

rencana Anggaran Biava secara rinci serta ditandatangani Kepala
Desa Penerima Bantuan;

jadwal rencana pelaksanaan vang telah memperhitungkan proses
pengadaan Barang dan jasa, pekerjaan harus selesai dalam 1
(satu) tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Desa
Penerima Bantuan;

Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menerangkan kegiatan
dimaksud surdah dialokasikan dalam Peraturan Kepala Desa
tentang APBDesa sesuai dengan nama Kegiatan dari Daerah dan
garan
berkenaan;

Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang
diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang
ada, sctiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;

Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Desa yang diberi

notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan.

T
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(2) Apabila pada Pemerintah Desa Penerima bantuan belum ada tenaga Teknis

dari perangkat Desa, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB dapat
ditandatangani oleh Pendamping lenaga Teknis vang ditunjuk oleh Kepala
Desa bersangkutan dan diketahy; atau diperiksa dengan ditandatangani
oleh Kepala Desa sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.

(3) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Verifikasi Daerah yang
terdiri dari  SKPD Teknis yang membidangi, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas.

(4) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim
Verifikasi Daerah setelah Surat Kepurusan _Bupat: tentang Penetapan

Aiokasi Bantuan Keuangan Kabupaten

(5) RKO Kegiatan Bantuan Keuanean ne telah divenifikas: sebagal acuan
dalam pelaksanaan keoiatan don sebagas saloh sato lampiran dalam
pengajuan pencairan dana

(6) Contoh format RKO) scbagiaima: braaksud pada avat (1), tercantum pada
Lampiran IlI yang merupakan bagan tdax terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

.

(1) Pemerintah Desa yang dikoorcdinir oleh Sekretaris Desa menyampaikan

laporan bulanan pelaksanaan Bantuan Keuangan.

(2) Laporan bulanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] disampaikan kepada
Bupati lewat Camat di wilayah masing-masing paling lambat tanggal 5
bulan berikutnva.

(3) Berdasarkan Laporan bulanan yang disampaikan oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (2), Camat melakukan penelitian
kebenaran Laporan Bulanan seluruh desa dalam wilayah kerjanya.

(4) Data Laporan bulanan seluruh desa dalam wilayah kerjanva masing-masing
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim oleh Camat kepada Bupati up.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur, Kepala DPPKAD
Kabupaten Banyumas dan SKPD Teknis yang membidangi kegiatan

Bantuan Keuangan dimaksud.

\r\
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(5) Contoh format laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum pada Lampiran [v yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati inj.

(6) Pemerintah  Desa dengan dikoordinir oleh Sekretaris Desa menyusun

laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam
pengelolaan Bantuan Keuanga.n yang memuat:
a. jumlah anggaran:

b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;

c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.

(7) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati up. Kepala
Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan
tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banyumas dan SKPD Teknis yang memiliki kegiatan

Bagian Keenam
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 21
Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai
kewenangannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkany di Purwokerto pada
tanggal (16 MAY 2016

No| JABATAN |PARAF BUPATI BANYUMAS,
1 |spwoa ,a:‘
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPAT! BANYUMAS

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2016

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2016

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 - 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian

wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan

daerah, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian
pembangunan antara Kabupaten dan Desa sebagai bagian integral dari
pembangunan Kabupaten Banyumas secara bersama, utamanya untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi
dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai
hal tersebut, diantaranya dengan :

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran  program-program prioritas
Kabupaten yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan
kewenangan Desa, maupun program strategis yang menjadi komitmen
bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah

Desa dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan

daerah.
dan pengembangan untuk peningkatan kinerja

T
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~ 3. Penyelesaian permasalahan

pembangunan yang menjadi kewenangan Desa.
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Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas

anakan me el
merenc emberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

dengan Substansi Kegiatan Bidang masing-masing sebagai berikut:

]. Bidang Peningkatan Saranpg dan Prasarana Lingkungan Perdesaan pada

Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR);
1) Maksud dan Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan sarana dan nrasarana lingkungan permukiman
perdesaan yang sehat, serasi, dan berkelanjutan;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana penyediaan air bersih bagi
masyarakat perdesaan yang berpenghasilan rendah;

¢. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi perdesaan dalam
mendukung program nasional yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa universal access
100-0-100 pada tahun 2019, yaitu akses 100% terhadap layanan air
minum yang layak, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100%
masyarakat dapat mengakses layanan sanitasi dasar yang layak.

2) Sasaran Kegiatan

a. Diprioritaskan pada desa yang belum memiliki sarana dan
prasarana  lingkungan permukiman, yaitu berupa jalana
setapak/jalan lingkungan, talud jalan lingkungan, sarana olah raga
dan sarana publik lainnya;

b. Diprioritaskan pada desa rawan air bersih namun memiliki potensi
air bersih yang dapat dikembangkan untuk kepentingan
masyarakat, berupa penyediaan sarana air bersih dengan sistem
jaringan perpipaan dan pemecliharaan/pengembangan sarana air
bersih yang sudah terbangun;

c. Mengurangi genangan air akibat hujan berupa pembangunan/

pemeliharaan saluran drainasc lingkungan permukiman perdesaan.

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga Berencana (BAPERMAS-PKB)

1. Sub Bidang Revitalisasi Pasar Tradisional
1) Maksud dan Tujuan Kegiatan adalah untuk Sarana dan Prasaran

Pasar Desa sehingga mampu menggerakan ekonomi masyarakat dan

sebagai sumber pendapatan desa.
2) Sasaran kegiatan Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Desa dan

i

memiliki Potensi untuk dikembangkan
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3) Tanah lokasi Pasar Desa aq

alah milik Pemerintah Desa dibuktikan
dengan Surat Letter ¢ atau Surat Keterangan Kepala Desa.

2. Sub Bidang Pengembangan Desa Usaha Mandiri

1)

2)

3)

Maksud Kegiatan adalah Merupakan Program Banyumas untuk

mendampingi program Desa Berdikari Gubernur Jateng.
Tujuan Kegiatan

~ Mengentaskan kemiskinan
~ Mengurangi pengangguran
Sasaran Kegiatan adalah agar warga bisa mengolah sumber daya
lokal yang ada dan terjalin kerjasama.yang harmonis antara yang

belum punya usaha dengan yang punya usaha.

. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Dindik)
1) Maksud dan Tujuan Kegiatan

a.

Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di; TK
Pertiwi Cikawung Pekuncen, TK Pertiwi Grumbul Cogreg Cihonje
Gumelar, TK Pertiwi Karanglewas Jatilawang, TK Pertiwi 2 Karangrau
Banyumas, TK Pertiwi Pesawahan Rawalo, dan TK Pertiwi 1
Petarangan Kemranjen Kabupaten Banyumas agar memenuhi
standar pelayanan minimal kebutuhan esensial anak menuju
terwujudnya anak Indonesia vang sehat, cerdas, ceria dan berahlak

mualia.

. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga TK Pertiwi Cikawung

Pekuncen, TK Pertiwi Grumbul Cogreg Cihonje Gumelar, TK Pertiwi
Karanglewas Jatilawang, TK Pertiwi 2 Karangrau Banyumas, TK
Pertiwi Pesawahan Rawalo, dan TK Pertiwi 1 Petarangan Kemranjen

agar lebih representative dalam pelayanan kegiatan belajar mengajar.

. Dalam upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

dalam mensukseskan gerakan satu desa satu PAUD.

2) Sasaran Kegiatan

a.

Diprioritaskan bagi lembaga yang sarana prasarananya belum
memenuhi standar pelayanan minimal, yaitu bangunan yang belum
memenuhi standar sarana prasarana baik ruang kelas, ruang guru
dan ruang penunjang lain.

Diprioritaskan bagi lembaga yang bangunan sekolah sudah tidak

layak dalam kegiatan Belajar Mengajar yang representative.
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[v. Bidang Peningkatan Kualitas Keseh

c. Membangun system layanan, PAUD yang bermutu dan berkelanjutan

dalam rangka pemenuhan pelayanan minimal.

atan Lingkungan pada Dinas Kesehatan

(DKK)

1) Maksud dan Tujuan Kegiat

2)

an
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan

sarana sanitasi dasar layak berupa jamban sehat, hal ini

dimaksudkan untuk mencapai program pemerintah yang telah

ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional berupa Universal Access 100 - 0 - 100 pada tahun 2019
yaitu 100% masyarakat menikmati akses air minum yang layak, 0 %
pemukiman kumuh dan 106 % masyarakat mengakses sarana
sanitasi dasar layak;

b. Mengurangi faktor resiko kesehatan maupun kerentanan sosial yang
diakibatkan oleh perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS);

c. Mewujudkan Kecamatan ODF" (Open Defecation Free) Menuju
Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten ODF yaitu kabupaten yang
masyarakatnya tidak ada lagi yang melakukan praktek BABS.

Sasaran Kegiatan

Masyarakat desa yang belum memiliki akses sarana sanitasi yang

layak, diutamakan dari golongan masyarakat yang kurang mampu

secara sosial ekonomi, di kecamatan yang akses jambannya mendekati
pencapaian kecamatan ODF, dengan jumlah sasaran penerima di setiap
desa berbeda-beda sesuai dengan ketetapan anggaran yang tercantum
dalam PERBUP ini, dan kemudian akan diterimakan ke tiap-tiap kepala

keluarga sebesar 1 (satu) paket jamban sehat senilai Rp.2.000.000,-

(Dua Juta Rupiah).

V. Bidang Pengembangan Sarana Air Bersih dan Bidang Pengembangan

Sumber Daya Ketenagalistrikan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral

(ESDM)

1.

Sub Bidang Pengembangan Air Bersih

1) Maksud kegiatan menyelenggarakan pengelolaan air tanah secara
efektif dan efisien dengan menyediakan sarana sumur bor berikut

sarana lainnya guna mencukupi kebutuhan air bersih sebagai

kebutuhan pokok masyarakat.
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2) Tujuan kegiatan mendorong  pel

3)

2. Sub Bidang Pengembangan

1)

aksanaan pengembangan dan

engelolaan s .
peneg sumber daya air tanah serta mendorong peran serta

m ' - i i
asyarakat dalam pengeloiaan air tanah sehingga tercapail

pengelolaan sumber daya air tanah yang efektif dan efisien

Sasaran kegiatan terwujudnya pembangunan sumur bor serta

pembangunan sarana pendukung lainnya

Sumber Daya Ketenagalistrikan

Maksud Kegiatan menyiapkan pelaksanaan pengembangan energi

ketenagalistrikan, pemberian rekomendasi izin melalui survey,

kajian teknis, penelitian, desain, pemeliharaan, pembangunan,
sosialisasi, pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan
yang berlaku guna terwujudnya pengelolaan energi dan
ketenagalistrikan yang optimal dan berkesinambungan dan
menyelenggarakan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di
wilayah pedesaan agar dapat dimanfaatkan secara efisien termasuk
menyediakan  sarana penerangan jalan untuk  mencukupi

kebutuhan hidup yang lebih nvaman dan aman.

2) Tujuan kegiatan Mendorong pelaksanaan pengembangan dan

3)

Sumber Daya Air dan Bina Marga

pengelolaan energi dan ketenagalistrikan dan mendorong peran

serta masyarakat dalam manajemen pengelolaan LPJU sehingga
dapat mengelola sumber daya energi secara efektif, efisien dan
handal yang bermanfaat secara langsung kepada masyarakat
sekitar, pengguna jalan umum, serta meningkatkan kegiatan
perekonomian  schingga dapat meningkatkan taral hidup
masyarakat pedesaan.

Sasaran Kegiatan Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan dan
pengembangan energi/jaringan listrik pedesaan dan terwujudnya

system pencrangan jalan umum pedesaan dan konstruksi Lampu

Penerangan Jalan Umum

VI Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Desa dan Pertanian pada Dinas

(SDABM)

1. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

1) Maksud dan Tujuan
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2) Sasaran

Tersedianya infrastruktur jembatan perdesaan yang memadai dan
tepat guna.

3. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier
1) Maksud dan Tujuan

a) Mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam proses
produksi pertanian;

b) Mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi
pertanian sehingga harus dipertahankan kelanjutannya;

¢) Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier
dengan pendekatan pemberdayaan dan pastisipasi aktif
masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung
kegiatan : Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi
perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat
berkembang lebih baik.

d) Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam
penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang
dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di
perdesaan.

e) Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama
masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca
konstruksi.

f) Meingkatkan penghasilan masyarakat melalui peningkatan

produksi tanaman pangan.

2) Sasaran
Tersedianya infrastruktur jaringan irigasi tersier yang memadai dan

tepat guna.

No| JABATAN | PARAF BUPATI BANYUMAS,
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a) Melaksanakan Pel’nb:f:mgl.n'lan dan Peme

b)

d)

liharaan Jalan Desa
dengan Pendekatan

pemberdayaan dan pastisipasi aktif
masyarakat

Individy Mmaupun kelompok untuk mendukung
kegiatan: i i '
glatan: Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan

agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang
lebih baik.

Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar masyarakat

perdesaan melalui infrastruktur jalan perdesaan.

Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam
P€nanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang

dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di
perdesaan.

Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama

masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi
(pemeliharaan)

2) Sasaran

Tersedianya infrastruktur jalan perdesaan yang memadai dan tepat

‘guna.

2. Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa

1) Maksud dan Tujuan

a)

b)

d)

Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa
dengan pendekatan pemberdayaan dan pastisipasi aktif
masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung
kegiatan Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan

agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang

lebih baik.

Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar masyarakat
perdesaan melalui infrastruktur jembatan perdesaan.
Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam
penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang
dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di
perdesaan.

Meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama

operasional pembangunan  konstruksi dan pasca

T
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T T e w ALY AL

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : TAHUN 2016

TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUANKEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAHKABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

S

KOP SURAT

URAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

S=al TERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama Kegiatan

Sumber Dana

.......................................

....................
........................................

yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas

Tahun Anggaran 2016.

Yang beﬁaqda tangan di bawah ini menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Keuangan, saya:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materill atas penggunaan Bantuan
Keuangan berupa uang yang diterima.

2. Akan menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan
kegiatan yang telah disetujui.

3. Bukti-bukti belanja kegiatan tersebut di atas, disimpan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Desa................. , tanggal bulan 2016

Kepala Desa.................
Selaku

Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa,

Materai Rp. 6.000,- dan tanda tangan serta cap
setempel

(Nama lengkap)

NO

JABATAN
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LAMPIRAN 111
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 29

TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUANKEUANGAN KEPADA

PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA OPERASIONAL ( RKO
. )

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KEPADA
PEMERINTAH DESA ... KECAMATAN ...

UNTUK PENCAIRAN KEGIATAN MELALUI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Dasar Pelaksanaan

a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pembe-rian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Peme;mtah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016

b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor ........ Tanggal ..... Bulan..... 2016

tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Banvumas Tahun Anggaran 2016

c. Peraturan Kepala Desa Nomor..... Tanggal ...... tentang APBDesa dan atau

tentang APBDesa Tambahan Tahun Anggaran 2016

2. Alokasi Dana dan Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016
a. Jumlah Total Alokasi Dana t RDlseevneeeninrers consinssiassmenetsmssnn s aes
b. Jumlah Kegiatan / Paket D Kegiatan/Paket
3. Pengelola Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016
a. Nama Bendahara Desa e e
b. Nama Kepala Desa selaku Pemegang-

Pengelolaan Keuangan Desa e aeenesenn e e TR STV AP ST P R

4. Kegiatan yang akan dilaksanakan

?_No i Nama Kegiatan Volume An(gg;;‘an ek
1 i |
| 2 1 : '
3 :

al f

| 5 1 '

‘iLDan seterusnya
. e f
JUMLAH TOTAL |
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